DAFTAR PUSTAKA
BUKU

Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, (Y ogyakarta: UII Press,
2009)

Adrian Sutedi, Kesaksian Notaris Bukan Merupakan Kewajiban Hukum yang
Bersifat Imperatif Dalam Perkara Perdata. (Jakarta : Pustaka Ilmu, 2010)

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposional Dalam Kontrak
Komersial, (Jakarta : Kencana, 2014)

Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap
Akta yang Berindikasi Pidana, (Bandung : Refika Aditama, 2011)

Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis,
(Jakarta: Djambatan, 1996)

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cetakan Keempat,
(Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)

Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cet. 2, (Jakarta :
Pustaka Sinar Harapan, 1996)

Herlien Budiono, 4Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang
Kenotariatan, (Bandung : Citra Aditya Bakti , 2009 )

Herlien Budiono (2), Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta
Notaris Di Dalam Praktik, Cet. 1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2018)

Herian Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku
Ke- satu, Cetakan Ke- 4, (PT Citra Aditya Bakti, 2016)

H.R. Otje Salman Soemadinigrat dan Anton Freddy Susanto, Teori Hukum,
(Bandung: Refika Aditama)

I. G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak (Bekasi : Megapoin, 2004)

J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II, cet. 1,
(Bandung : Citra Aditya, 1995)

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari Undang-Undang.
(Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2005)

Komariah, Hukum perdata, (Malang : UMM Press , 2005)

109



Muhammad Lutfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Notaris,
Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2017)

M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)

M. Syamsudin, Operasionalisasi Penulisan Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2007)

M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Penerbit Alumni,
1986)

Nawawi Arman, Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna. (Jakarta : Media ilmu,
2011)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Group,
2007)

Pieter E Latumenten, Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta dan
Pemanggilan Notaris Berdasarkan UUJN No.30 Tahun 2004, (Bandung :
Eressco, 2010)

Pitlo dalam buku M. Isa Arief, Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Belanda, (Jakarta : PT. Intermasa, 1986)

R. Soegondo Notodisoeryo, Hukum Notaris Di Indonesia Suatu Penjelasan, (PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993)

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Bandung: Bina Cipta, 1987)

R. Subekti & Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan 28,
(Jakarta : Pradnya Paramita, 1996)

R.Subekti, R. Tjitrosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Jakarta : PT
Pradnya Paramita, 2004)

Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. I1. (Sinar
Grafika, 2004),

Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2014)

Satjipto Rahardjo, I/mu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012)

Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Penerbit Liberty,
Yogyakarta, 2006)

110



Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 111, (Jakarta : Universitas
Indonesia, 2010)

Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, Hukum
Perdata (Suatu Pengantar), (Jakarta : CV. Gitama Jaya, 2005)

Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Syahmin AK. , Hukum Kontrak Internasional, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa,
20006)

Syamsul Sidharta, Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik,
(Jakarta : Prenada Media, 2010)

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
JURNAL

Ardianti, M., & Handayani, Penyalahgunaan Wewenang Penerima Kuasa Dalam
Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah Dan Kuasa Menjual (Putusan Nomor:
173/K/Pdt/2012). Jurnal Repertorium. Vol. 5 (1), 2018.

Agustiro Nugroho Aribowo, Kepastian Hukum Pengikat Akta Perjanjian Jual Beli
Di Hadapan Notaris Tanpa Dihadiri Para Saksi, Jurnal Surya Kencana Satu:
Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilanll, no. 1: 85-102,
https://core.ac.uk/download/pdf/337609792.pdf, 2020.

Amasangsa, Made Ara Denara Asia, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dalam
Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Jurnal Ilmu
Hukum Kertha Semaya 8, No. 1, 2019.

Ariy Yandillah, Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta
Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaianya. Jurnal hukum,
2015.

Felix The, Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris, Fakultas
Hukum, Universitas Diponegoro, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46,
3 Juli 2017.

Ichwan Kurnia dan Novianus Martin Bau, Peralihan Hak Atas Tanah Yang Timbul

Dari Perjanjian Utang Piutang, Pamulang Law Review, vol. 3, No. 2,
November. 2020.

111



Laurensius Arliman S, Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Penegakan Hukum
Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. Justitia et Pax, 32 (1),
2016.

Nisaul Hasanah, Pengawasan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang
Terhadap Pelaku Pelanggaran Kode Etik. Jurnal Cita Hukum, 6, (2), 361-386,
2018.

Tengku Erwinsyahbana, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti
setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. Lentera Hukum, 5 (2), 305-
321, 2018.

Zulkifli Harahap, Pemanggilan Seorang Notaris dan PPAT oleh Kepolisian Harus
Seizin Majelis Pengawas Daerah, Majalah Renvoi, Edisi Mei, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah

PUTUSAN
Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Wgp

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 38/PDT/2020/PT KPG

112



